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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : . 37 TAHUN 2000 SERI : D

EN BANYUMAS

L ERATURAN DAERAH KABUPAT

|

NOMOR 24 TAHUN 2000

- TENTANG
UKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

PEMBENT
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang a. bahwa dengan télah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

‘Daerah, maka dalam rangka menunjang
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan perlu membentuk Organisasi dan

Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
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Mengingat . :

b.

1.

!Y,

2.

3.

. 4

Banyumas; 911

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka

perlu membentuk Lembaga Teknis Daerah dengan

‘Peraturan ‘Daetali tentafig ‘Pémbentukan, Susunan

Organisasi‘Dan Tatakéfja Lémbaga Teknis Daerah
Kabupaten Banyumas.

{y
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
‘Pembentukan ‘Daerah-daerah Kabupaten ‘dalam

g ngkungan Prop1n51 Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor’ 22 /Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2000);

yo i A
{3 0 ke T . i
L1115 LHEIL LN INA

Keputusan Pres1den Nomor 44 Tahun 1999 tentang

| | Tekmk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

dan Bentuk Rancangan Undang undang,
. | AL/ [LET: i (. | § 9!
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Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancanggp

Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
. KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
WPEMBENTUKAN;ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN

-+ BANYUMAS

KETENTUAN UMUM

sl

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini}éhg dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

b. Pemermtah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

.‘c Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DP RD
adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

3
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d. Bupati adalah Bupati Banyumas | |
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
Lembaga Teknis - Daerah yang - selanjutnya disingkat ,Lemtekda

merupakan unsur penunj ang Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk
bt badan atau kantor;

g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang ; menunjukkan/, tugas,
tanggung jawab, ‘wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
Satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

 keahlian dan atau ketrampilan tertentu sertd bersifat manditi.
* “UBABII

PEMBENTUKAN: /.

cerrthhrIY frcivire orar T ¢ nllc T ~sntere Sl -~
Reje LY IR TTH AT {1 ILLRIOII! ,':_, ','T!:."'. ‘

1 UPasal 22075

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk’ Lembaga Tekms Daerah yang
terdiri dari :

a. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan adélah unsur penunjang
Pemerintah Daerah yang beban kerjanya layak ditangani oleh 3
(tiga) tingkatan Jabatan struktural meliputi eselon II, I dan IV

dengan pengelompokkan formasi jabatan yang proporsional dan

seimbang;

b. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor adalah‘unsur_pergunjang
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pemerintah Daerai yang beban kerjanya layak ditangani oleh 2 (dua)

tinekatan jabatan struktural meliputi eselon Il dan IV dengan

pengelompokkan formasi jabatan yang proporsional dan seimbang,

(2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) hurufa yaitu :
a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. Badan Pengawas Daerah;
c. Badan Kesatuan bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

(3) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) hurufb yaitu :

a. Kantor Pendidikandan Latihan;

b. Kantor Pengelolaan Liﬁgkungan Hidup;
c. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum;
d. Kantor Data, Informasi dan Komunikasi;

e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat. -
BAB III
KEDUDUKAN
. Pasél 3
(15 Lembaga Teknis Déerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah
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unsur penunjang Pemerintah Daerah.
(2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada: Bupati melalui Sekretaris Daerah’ sesuai
dengan bidang kewenangannya!

NBABIVY fiisl 26zt assrseidslag
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

]

Bagian Pertama
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4 -

(1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembarigan Daerali mempunyai
tugas pokok: membantu Bupati-dalam menentukan kebij akan di bidang
perencanaan, penelitian‘dan pengembangan daerah

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ini, Badan"Perenicanaan; ‘Penelitian’ dan ‘Peng%'lﬁbéiri‘gan Daerah
mempunyai fungsi : i
a. perumusan kebljakan teknis' di bldang perencanaan penehtlan dan

pengembangan daerah; ;
b. penyusunan rencana dan program ker]a badan

c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberlan b1mb1ngan pembmaan dan

T6
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pengawasan di bidang perencanaan, penelitian"dan pengembangan

daerah;

d. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
f. pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum,
2. Sub Bagian Ketiangan{" <+ 7 1

-, 3, Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan;:

c. Bidang Perencanaan Umum, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang Daerah dan
1 Pengembangan Wilayah; -

. .1 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Sumberdaya; -

3. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;

d. Bidang Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Ekonvomi;
2. Sub Bidang Sosial Budaya;

23 -—Sub‘,Bidang»Sarana dalg Prasarané; |

7
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©€...Bidang Penelitian dari Pengembangan, terdiri dari :
11.-Sub Bidang Pemerintahan; - - ; ,
2.  Sub Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
3. Sub Bidang Sosial Kemaéyarakatan; YIG
-f.. Kelompok Jabatan Fungsional.

J I

At

1(2) Baoan struktur orgamsa51 Badan Perencanaan Penehtlan dan
Pengembangan sebagaimana tercantum dalam_ Lamplran 1  yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. b

-

e BegianKeduay oo naq,
. Badan Pengawas Daerah .
;Pasal 6

(1) Badan Pengawas Dacrah mempunyai tugas pokok,membantu, Bupati
dalam melaksanakan pengawasan ;Jmum terhadap peiak_s_anaan _unisan
pemerintahan umum, penyélenggaraan pemerintah daerah; pembinaan
kesatuan bangsa, pelaksanaan pembangunan:dan''/’pembinaan
masyarakat di lingkungan pemerintah: kabupaten;f ‘kecamatan dan
kelurahan serta fasilitasi peigawasan pelaksanaan pemerintahan desa.

(2) Untuk menyelenggarakan:tiigas pokok sebagaimatia diméksud dalam

"ayat(1), Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi:

'8
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s di bidang’ pengawasan ‘terhadap

n kebijakan tekni
garaan yrusan-urusan pemermtahan umum, pemermtahan

daerah dan fasilitasi pengawasan pelaks

unan rencana program kerja badan,
knis, pemberian bimbingan dan pembinaan

penyeleng
anaan pemenntahan desa;

b. penyus
pelaksanaan kebijakan te

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan-urusan

‘dalam an urusan-
pemermtahan umum, pemermtah daerah dan_ fasilitasi pengawasan
'-pelaksanaan pemermtahan desa;

pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhlran data;""

an swasta;

I

pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah d

pengawasan dan pengendahan atas pelaksanaan tugas-tugasnya;

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;

B ga h O

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatl
Pasl 7

(1) Susunan Organiszisi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :
=gl Kepala; | e |

"'b. Sekretariat, terdiri dari :
~+1.:Sub Bagian Umum;
n2: Sub Bagian Perencanaan; - - (

,-1,13. Sub Bagian Evaluasi dan Pclapbran;
c. Bidang Pemerintahan dan Aparatﬁf térdiri dari :

.1y £1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;,

;Q'.,

2. Sub Bi
1dang Kesatuan. Bangsa ‘Ketertiban , dan: Perlmdungaﬂ

“9
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Masyarakat;"' 15032 oot ded i dalpist niialy | |

15241 ‘9‘-3.'rSilb'Bi‘dangApara'tﬁr;ef sl nsulgzed] aebed (1) Ikys
d. Bidang Pembangunan, terdiri darizzaui isynugmeen 18ds15vee M
cunedl. :Sub Bidang PereKonomian;. o 0 {Lide o niiiog s
asuiina 2. Sub B1dangBadanUsahaM1thaerah i nsgaubnil
3. SubBidang Kesejahteraan Sosial: “ (2511

e. Bidang Pendapatan dan Kekayaan, terdiri dari: - a0 (e

aisgric ki SubBidang Kekayaan; . [5idss)

»riuib 2:,5ub Bidang Pajak Daerah s g

B S}}P}Eldang Retr1bus1 dan Pendapatan Lam—laln

v *'-'.-(. A zenl ,-._»‘. ” : - peig k.
IRD BTN ARG 18D asiisbooq r2sesinavai nesnsa2isls 2q .D

2) Bagan struktur orgamsas1 Badan Pquawas Daerah.. sebagalmana

tegcantum. dalam Lampiran,IT,yang n}:qnumkm bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Daerahinis, qifi2dib nie

sv sl 280w assnsalglsa o
- Bagian Ketiga

nzh Badan Kesatuan Bangsa, Ketertibandan Perlindungan Masyarakat, )

bnilisq
Pasal 8 sleqad

i

A Yaeiama ki .
16D 11ib1at 168 1aves M oot

4 . 2  PRLS |
X .,,‘,‘,\ tr e Reve crntspia?
A 4 {0155 18! ’ he

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan ~1Perhndungan;;Masyarakat
mempunyai tugas pokok membantu; -Bupati; dalam ¢menetapkan
kebijakan dan penanganan di bidang:kesatuan ‘bangsasl perlindungan
masyarakat serta ketentraman dan ketertiban' masyarakat; . :

10
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), badan Kesatuan Bangsa, - Ketertiban dan- Perlindungan

Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis -~ di bidang rikesatuan . bangsa

perlindungan masyarakat '« serta ketentraman' ‘dan- ketertiban
masyarakat; " id dué .€

b. penyusunan rencana dan program Kkerja;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pedoman, ‘bimbingan,

pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa, perlmdungan

masyarakat serta ketentraman dan Keterfiban masyarakat
d. pelaksanaan inventarisast, pendataan dan pemutakhlran data;
7g! pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemermtah dan swasta;
AT penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;

gy

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh'Bupati. /161007155 1
53i1Pasal 95"

(1) Susunan ' 'Organisasi “Badan’ Kesatuan - Bangsa, ' Ketertiban - dan

Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

a. Kepala; 8 lgend

b. Sekretariat terdiri dari :

270710 Sub Bagian Umum; 770 0 A7

.212.'Sub Bagian Keuangan; 0

10 3. Sub Bagian Kepegawaian; 18grsneq neb |

c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi terdiri dari :

1
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1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Hak
Asasi Manusia;

2. SubBidang Kesatuan Bangsa; -
‘3. Sub Bidang Fasilitasi Partaj Politik dan Pemilihan Umum:
d. Bidang Polisi Pamong Praja terdiri dari :
1. Sub Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
2. Sub Bida_ng Penyidikan dan Penindakan;
= 3. SubBidang Penegakan Peraturan Daerah;
el Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari ¢ -
1. Sub Bidang Pembinaan Potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan;
3. Sub 'Bidang Pengamatan, Peémantauan, ‘Penyuluhan " dan

~ Pengolahan Data

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan
“'Perlindungan Masyarakat' sebagaimana tercantum dalam lampiran III

yang merupakan bagian tak terpisahKan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 10~

(1) Kepala Bidang Polisi Pamong Praja dan Kepala Sub Bidang Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban karena jabatannya sekaligus ditetapkan
menjadi Kepala dan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat karena jabatannya sekaligus

12°
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 ditetapkan menjadi Kepala Matrik Wilayah Pertahanan Sipil.

Bagian Keempat
A Kantor Pendldlkan dan Pelauhan

N Pasal 11

(1) Kantor Pendidikan dan Pelatlhan mempunyal tugas pokok membanty
Bupatl dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendldlkan

.. dan pelatihan;

(2_) Untuk. menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kantor Ppndidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : -
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
b. penyusunan rencana dan program kerja kantor; Ferits 4
| ;c._ pelaksanaan kebljakan teknis, pemberlan pedoman blmbmgan
pembinaan dan pengawasan di bldang pendldlkan dan pelatlhan
: pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhlran data;
pelaksanaan koordinasi dengan Instan31 Pemermtah dan swasta
pengelolaan fasilitas pendldlkan dan pelatihan;
pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor; |
. pelaksanaan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Bupati.

b“qo - oo A

=l |
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Pasal 12"
(1) Susunan organisasi Kaﬁtor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
a. KepalaKaﬁtbf;f:. o sb nss
b. SubBagian Tata Usaha; ,.
c. SeksiStruktural; ' i 1619 |
d. Seksi Teknis Fungsional;'' 717/ 1!

e. Kelompok]J abatan Fungsional.

L CADA

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan
 1sebagaimana tercantum dalam lamipiran TV yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

~ ‘Bagian Kelima"
Kantor Pengelolaan ngkungan Hldup
/Pasal 13717 - ¢ :

(D Kantor Pengelolaan Lingkungan: Hidap '‘mempunyai - tugas “pokok
membantu Bupati menyelenggarakan’fkoor'dinasi dalam ' pelaksanaan
kewenangan di bidang lingkungan hidup.

1hill mrenwionid asslelsposd 10insd E
(2) Untuk menyelénggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Kantor Pengelolaan Llngkungan Hidup mempunyai fungsi: '
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan;

b. penyusunan rencana dan program kerja kantor;

14
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c. pelaksanaan kebijakan teknis, pembefian pedoman, bimbingan,

pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan;

rian rekomendasi perizinan usaha/kegiatan;
mutakhiran data; -

e

pembe
pelaksanaan inventarisasi, pendataan danpe
pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta; -

pelaksanaanurusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor; . o ° .

S I

pelaksanaan tugas lain yang diberikan BupatiizZ i
Pasal 14

(1) Susunan qrganisasi;Kantor‘Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha; |
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat .dan Pemanfaatan Sumber Daya

Alam,; ;
. Seksi Pengawasan dan Pengendalian,
Seksi Bina Program,;
Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan; .

R 0 A

.. Kelompok Jabatan Fungsional... .
(2) Bagan struktur organisasi Kantor Pengéloléan Lingkungan HiduP
| sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Daerahini, . ...

D127 vl d l,I!’f y -
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Bagian Keenam .

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum

. Pasal 15

(1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum mempuﬁyai. tuéas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
kearsipan dan Perpustakaan Umum;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana/ dimaksud dalam

pasal 19 peraturan daerah ini, Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum
mempunyai fungsi :

)
“:b.

'C.

perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
penyusunan rencana dan program kerja kantor; © .00 o007

pelaksanaan kebijakan : teknis, ‘pemberian’pedoman; 'bimbingan,

'pembinaan dan pengawasan di bidang kearsipan dan perpustakaan;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;

..~ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. .

Pasal 16

(1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum :

a..KepalaKantor; .. .
b. Sub Bagian Tata Usaha; , o
c. . Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan;

16
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d. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan Umum;

e. Kelompok Jabatan Fungsional. |
(2) Bagan struktur organisasi Kantor ArS1p dan Perpustakaan Umum

sebagaimana tercantum dalam lamplran VIyang merupakan bagian tak

’terplsahl.(an dari Peraturan Daerah ini.
alag fisb olag BagianKetujuh '
rasish p Kantof‘Dat'a, Informasi dan' Komunikasi
- Pasal 17

(1) Kantor .Data, Informasi; dan 1Komunikasi_ mempunyai . tugas: pokok
.- membantu: Bupati-dalam :melaksanakan penyelenggaraan pengolahan
--data, pengembangan dan pembina'an sistem informasi dan komunikasi.
(2) Untuk menyelenggarakan: tugas ;pokok sebagaimanzi dimaksud dalam
 ayat (1) Kantor Data; Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan tekms di bidang data, inforrhasi dan
‘komunikasi; ol Igacq |
b. penyusunan rencana dan program kerja kahtor;
c. pelaksanaan 'kebijaka’ﬁg teknis, 'pemberian: -'pe‘doman, - bimbingan,
~ pembinaan dan pengawasan di bidang informasi dan komunikasi;’
d. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;” g
e. peleiksanaan koordinasi deﬁgan ihstanSi,pémerihtaih dan'swasfa;

7
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f. pelaksanaanurusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
g. pelaksanaan tugas lain yang d1ber1kan oleh Bupat1

 Pasal 18

(1) S'usun‘an. Orgarlisasi Kari_toi Data, Informasi dan Ko'mu‘nikasi;tgfdir‘i dari

g Kepala
Sub Baglan Tata Usaha A
Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;

Seksi Pengembangan Teknologl Informasi;

Seksi Sandi dan Telekomunikasi;

- Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi;

g ™ 0 Q 0 oo -

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Data, .I.I?fomasi-dan'Koni “ st
. sebagaimana tercantum dalam lampirar} VII ygng m‘?mpakan bagiar.l\tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

| Baglan Kedelapan e
Kantor Pemberdayaan Masyarakat :
Pasal 19

(1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyal tugas pokok membantu

Bupati menyelenggarakan koord1nas1 pemberdayaan masyarakat

18
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() Untuk menyeleng garakzvl‘ri V:tugas p'ovk"okr sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bjdang pemberdayaan masyarakat;

b. penyusunan rencana dan program kerja kantor;
2 pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pedoman b1mb1ngan

pembmaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan masyarakat
d. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data; '
B pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
f. pelaksanaanurusan ketatausahaan dan rumah tangga Kantor; '

8. pelaksanaan tugas lain yang dlberlkan oleh Bupat1 ;
Pasal20

(1) Susunan organisasi Kantor Pemberdayaah Masyarakat terdiri dari :

a. Kepala ,
~ b. SubBagian Tata Usaha; |
c. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan

Desa/Kelurahan,;
d. Seksi Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan;

e. Seksi Ekonomi Desa/Kelurahan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat |
" sebagalmana tercantum dalam 1amp1ran VIII yang merupakan baglan'

tak terplsahkan dar1 Peraturan Daerah i ini.
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TATAKERJA e
1Pasal 21

FPara Kepala Badan dan Kepala Kantor dalam melaksanakan, tugasnya
Jberdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

cey e [}
é AT

¢ BIEQ

Pl 22

- L ik sanalaaaat] avind
GI1EDH DI S BLALIIILER

UL sl 0iGo: LIS

Dalam melaksanakan tugasnyé@ Kepal%Badan, AKép'éla :Kahtor, Sekretafié,
para Kepala Sub Bagian, para I?gpglg;,tBidang, para Kepala Sub Bidang,
para Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi;integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing

maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

ini det siaet-S neslisastiodPasab23s; pasy nelsdsi nsicinneq smslo?
o LA AL J di L3I ;A L' & L = 1
leseinny1o slem nedlsne2dslb o

(1) Setiap . pimpinan satuan. organisasi, pada . Badan,.dan; Kantor. wajib
mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman,

bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya‘.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan dan Kantor wajib
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perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung

menaati peraturan
_masing serta menyampaikan laporan

jawab kepada atasan masing 7

\L71 2 SLa B

secara berkala.

‘Pasal 24

“Uraian’ tugas, fungs1 ‘dati’ tata kerja’ Kepala Badan dan Kepala Kantor

Sekretaris, para Kepala Sub ‘Bagian, para Kepala Bldang para Kepala Stib
Bidang, para Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 7 9, 12, 14, 16, 18 dan 20 akan

dlatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupatl R o

:" A1 !-‘_‘t r,.\_,nl a " :J "«’\."-'L ‘l l N i\',‘\:\ €x 7 l A o385 L oALIIREARIIL 1A
orchifl du? slsasy 515G .o \,L(rB.\sﬁ,»; ~y .’";Hi{;i‘i du? gloagssl 81
2ushitl due slsqol] DI ABNT [Pe GG RIS
b7 1o RS Sy IR, SR o, (R (e e S > o oo XY
CIGY .[5215('[(,‘,‘,,7!.""! (IBJECKEL AO(L ".,«- 4 £115920 I8 ' i b 97 LIs(
S Ty S ) L . s _ . . Bt
s tilnemie 1sh 1252 RETENTUAN' PERALIHAN
T OfF Y ele s . 3" I vr eladd -.-" ;* ™ I ~-:- o~ ¥ y -
IR E0T B{T137 063 i-.Jf:,‘_..'.’.f sIgh slisd g 020100 11§ D Isdd1ay g16332
wirdodog 2eout aseasiPasal 25" j“.rz!ﬂ( *:1» A 1N rigensh auqusd

Selama pengisian jabatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini

belum dilaksanakan maka organisasi yang ada tetap melaksanakan tugas

‘pokok’‘dan" fungsmya 'sesual dengan’ ‘peraturan perundang-un&aﬁgél}l

-sebelumnya’ "+ = ) L aedswed. ngdiesnib
(EAIRZARIL 2119(] i ; , »
i Qi
31 I } ,:} (M| d BDBEG i : g
. 1 = [18UIS2 fEoqoig. qi g
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang

tidak sesuai deng_an PeraturalflvDaerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
[ Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai.'beriék\i pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini‘ dengan penempatarinya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas. . |
| | ~Ditetapkan di P‘u_fwokerto:
 Pada tanggal 30 Nopember 2000
~ BUPATIBANYUMAS
4 o ted.
Diundangkan di Purwokerto - ARIS SETIONO

pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
| | ttd |
_(BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D
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n

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor - 24 ;Tahun 2000
- Tanggal : 30 Nopember 2000

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

o I ¥ s ' v a ¥ - 4 % " r~ | ~‘, e
e P . q 199 P iant IS8 RIS N LUADBLISGU LIBEIIOU
KEPALA =
B L Rort i - - - A . :
SEKRETARIAT
5 :
e = ] |
de * SUB SUB SUB BAGIAN
BAGIAN BAGIAN ||PENYUSUNAN
UMUM KEUANGAN || RENCANA
KEGIATAN
i1 510 .;l.ﬁ ”, > ha .,vh ‘T.'.. :A :‘ A ' ‘.‘ A' -."L.'.li','.-'
KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG
JABATAN PERENCANAAN || PERENCANAAN PENELITIAN
FUNGSIONAL UMUM PEMBANGUNAN DAN
I ] _ ‘ PENGEMBANGAN ‘
SUB BIDANG . 2
= . [PERENCANAAN UMUM || /| . 'SUBBIDANG || |} : SUB BIDANG 11
— TATA RUANG DAN — EKONOMI — PEMERINTAHAN
PENGEMBANGAN i
WILAYAH
~SUB BIDANG) {7 b2 SUB BIDANG
PENGEMBANGAN ‘| . SUB BIDANG | EKONOMI,
ool POTENSI SUMBER SOSIAL BUDAYA PEMBANGUNAN
JABI) FOUMISUDAYA ' ICB R 6 BDB DAN KEUANGAN
4 rn ! :
SUB BIDANG -~ | SUB BIDANG
| | PERENCANAAN | || SARANA DAN || S“‘ggg}ﬁ”‘}
ANGGARAN PRASARANA KEMASYARAKATAN
. . VUUL 191 ttd "
Diundangkan di Purwokerto - ARIS SETIONO

pada tanggal 30 Nopember 2000

'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
i
'BAMBANG PRIYONO
'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D
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Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 24 Tahun 2000
Tanggal : 30Nopember 2000

- STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGAWAS DAERAH
"KABUPATEN BANYUMAS
| o |
— EPALA
‘, : —
| 1A 1 =T . - —
A | ! SEKRETARIAT
B oo e ST L R ERAEEGSS |
- e SRS S e Sieiniae SOOI T
I - | | i | r - 1
i 1.1 |
' SUB SUB { SUB
‘ j ‘ : BAGIAN BAGIAN BAGIAN
IS , ———— — . UMUM PERENCANAAN || EVALUASI DAN
' TS SIS | ) — R : PELAPORAN
[ — i
KELOMPOK “ | |- BIDANG | | ALY 12) F 11 ; { ».»BIDANG | Late) ,
JABATAN ‘| |PEMERINTAHAN BIDANG | |, . | |PENDAPATAN DAN| ~——
FUNGSIONAL DAN _| | PEMBANGUNAN  KEKAYAAN __ | L
— —IARATUR ] — Cse s ———" o
1 r——— t ] R ]
/ SUB BIDANG - ; ' {
JPEMERINTAHAN ' . SUB BIDANG - /SUB BIDANG |
[T~ i2OMOM | | — PEREKONOMIAN|' | _KEKAYAAN _
- et | R B — |
‘: ! {
SUB BIDANG = : AL TA 2
KESATUAN BANGSA, , . SUB BIDANG | SUB BIDANG
|  KETERTIBAN DAN || BADAN USAHA | | | pAjAK DAERAH |
“1-"|-—_PERLINDUNGAN MILIK DAERAHTIL == °
/MASYARAKAT | |
IAT VL EBEBE ' :[DAN\G /' SUB BIDANG |~
' © ' SUB BIDANG | ».SUB B { RETRIBUSI DAN
/ % |_| KESEJAHTERAAN| | | PENDAPATAN
L= ARARATUR] a SOSIAL LAIN-LAIN
IWVifr el TTAQ]
‘ BUPATI BANYUMAS
| ttd
LiLITae ¢l o ARIS SETIONO!
Diundangkan di Purwokerto . iridoV] 0E1448ne) ebea

pada tanggal 30 Nopember 2000 1 e M A
"/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
R, i . SN
BAMBANG PRIYONO
r TEITIO BE VA A ‘ YA ITAUIIAAN HAGTAAQ VASAAONMA ]
" LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D

C
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Lampiran III. Peraturan
~Nomor
Tanggal

STRUKTU
BADAN KES

KETERTIBAN DAN PER

Daerah Kabupaten Banyumas
. 24 Tahun 2000
- 30 NQpember 2000

R ORGANISASI
ATUAN BANGSA,
LINDUNGAN MASYARAKAT

PENANGANAN
HAK ASASI MANUSIA

‘|DAN KETERTIBAN

KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA
1 A [
o = . ] — SEKRETARIAT
% ATHS T
! e ! —3
- — s & SUB SUB SUB
s w —_ Y 11 BAGIAN BAGIAN BAGIAN
! ' UMUM KEUANGAN || KEPEGAWAIAN
| | E
S s - ]
KELOMPOK BIDANG “BIDANG | 1 —| | = -BIDANG
JABATAN — e KESATUSR& POLISI PAMONG PERLINDUNGAN.
FUNGSIONAL 'BANGSA MASYARAKAT
T T DEMOKRATISASI| [ P Rkl
I i I e — =
SUB BIDANG ~“SUB BIDANG " SUB BIDANG -
| ruSURGAR Awran | | |- BEVBINAAN ||| poTENSI SATOAN
' KETENTRAMAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

|- SUB BIDANG | |
— KESATUAN BANGSA

SUB BIDANG

PENYIDIKAN |

... .DAN
PENINDAKAN

_ SUB BIDANG |
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN

| SUB BIDANG |

| L4 .. POLITIK DAN | |
PEMILIHAN UMUM|

“ FASILITASI PARTAI | |-

__SUB BIDANG .
—_PENEGAKAN

PERATURAN |
<1~ DAERAH

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 30 Nopember 2000 _
| SEI’(RETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUB BIDANG
PENGAMATAN,

—| PENYULUHAN DAN

PEMANTAUAN,
PENGOLAHAN DATA

" BUPATI BANYUMAS
ttd
ARIS SETIONO

e

- BAMBANG PRIYONO

HEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D
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Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 24 Tahun 2000
Tanggal : 30 Nopember 2000

STRUKTUR ORGANISASI ,
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA
SUB BAGIAN
“TATA USAHA
|
KELOMPOK | W
JABATAN |- " SEKSI'- . ngfp?l]s
FUNGSIONAL | - . | STRUKTURAL ST
BUPATI BANYUMAS
ttd
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Nopember 2000

" 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd 000S 159 !
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D
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" ‘Lampiran \ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

‘Nomor : 24 Tahun 2000
Tanggal : 130 Nopember 2000
STRUKTUR ORGANISASI
' KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
" KABUPATEN BANYUMAS
- KEPALA
vapagsue | | ] 1 | SUBBAGIAN
AR 7 o I TATA USAHA
= l '
y e e mev——
KELOMPOK ;2 SEKSI | | SEKSI.- [ s 1\ GEcr
ATAN PEMBERDAYAAN || | sekst |
roGachL | ASHARAKA AN PGS Januarrocmav | S
_SUMBERDAYA ||PENGENDALIAN(| | ||| LINGKUNGAN
ALAM ‘
1\]Y¥
9 o1 BUPATI BANYUMAS
0L 19di s iettdnic cheq
Diundangkan di Purwokerto | (1 1 1147 1AC 21 | ARIS SETIONO

pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 BAMBANG PRIYONG HAC VAN AGMI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D
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Lampiran VI - Peraturan Daerah Ka

Nomor, .

bupaten Banyumas

1 24 Tahun 2000

30 Nopember 2000

STRUKTUR ORGANISASI |
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

" KEPALA

SUB BAGIAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL |

"TATA USAHA

SEKSI 1]>
PENGELOLAAN: | 1
DAN PELAYANAN |+ ...
" KEARSIPAN j. ¢ ¥

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 30 Nopember 2000

B |

+SEKSI |} .
‘PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN
PERPUSTAKAAN | T~

UMUM |

BUPATI BANYUMAS
ttd
ARIS SETIONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN :B‘ANYI;JMAS NOMOR 37 SERI D
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Lampiran VII' Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
"Nomor ' ' 24 Tahun 2000
Tanggal  : 30 Nopember 2000

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR DATA; INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN BANYUMAS
| AJATEZN || KEPALA
e - ] it | SUBBAGIAN
| | TATA USAHA
|
— il P Ta—— =%
KELOMPOK lerr 51 roalla) f | slowsodas |
LOMPO "SEKSI | o SERSL - Jefe oo g

JABATAN ¥ PENGUMPULAN PENGEMBANGA

FUNGSIONAL | |5 AN PENGOLAHAN|| = TEKNOLOGI?” - SANDI DAN | PEMBINAAN DAN

AL (5 . YA R PENYELENGGARAAN
| INFORMASI - ELRROYUNIKASHT- mromia
{4 AdQUJd
OWOIT:
; i BUPATI BANYUMAS
""-"u‘j 190 111S ttd RS ItE
Diundangkan di Purwokerto™ "' \/*//. LA AL 21 ARIS SETIONO

“pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
: .'A’,.,}rl A ' ttd ' A i 11
BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D
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Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 24 Tahun 2000
Tanggal : 30 Nopember 2000

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA
SUB BAGIAN
TATA USAHA
| |
S PENGESIII\E'II;?\INGAN
JABATAN ; <
FUNGSIONAL MASYARAKAT DAN SARANA DSA};\]KS]I{AS ARANA EKSgII\}(S)INH

PENGUATAN DESA/KELURAH
KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN S. URAHAN

DESA/KELURAHAN

BUPATI BANYUMAS
ttd

Diundangkan di Purwokerto RIS RELIONG

pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd ; .
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D
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